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ABSTRAK

Keadilan adalah salah satu tujuan dari dibentuknya hukum, dengan kata lain
nilai yang harus menjadi tujuan dari setiap aturan yang dibuat. Tidak terkecuali aturan
aturan yang memuat kewarisan Islam, dalam praktiknya hukum kewarisan Islam
masih sering ditemukan perbedaan pandangan sehingga menjadi sebab tidak
terwujudnya sebuah keadilan. Salah satu materi kewarisan Islam di Indonesia yang
masih sering menjadi perdebatan adalah kewarisan orang beda agama. Dalam hadis
secara jelas Rasulullah menjelaskan bahwa orang Islam tidak bisa mewarisi terhadap
non-muslim begitu juga sebaliknya, namun melihat kondisi masyarakat Indonesia
yang plural ini, apakah tidak ada formulasi khusus yang dapat mengakomodir
perpindahan harta warisan pewaris kepada orang beda agama yang notabene memiliki
ikatan darah namun karena perbedaan agama maka ia terhalang haknya. Melihat
problem yang ada memacu penulis untuk membahas bagaimana konsep keadilan
dalam hukum kewarisan Islam dengan membandingkan dengan nilai-nilai konsep
keadilan kontemporer. Dengan tujuan melihat relevansinya sehingga mampu
menemukan keadilan yang diharapkan sebagai solusi menyikapi kewarisan beda
agama dengan mempertimbangkan keadilan.

Melihat permasalah tersebut, penulis mencoba untuk menelaah secara filosofis
untuk menemukan bagaimana hukum kewarisan Islam di Indonesia dalam hal ini
termuat dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) membentuk konsep keadilan serta
melihat perspektif keadilan yang ditawarkan John Rawls melalui penelitian studi
pustaka (library research).

Penelitian ini menyimpulkan bahwa konsep keadilan yang terbentuk dalam
KHI terdiri dari empat unsur keadilan, yaitu keadilan metafisis, keadilan antropologi,
keadilan gender dan keadilan hukum. Keempat keadilan itu telah diatur guna
kemaslahatan umat tanpa menyimpangi ketentuan syariat Islam. Keadilan dapat
dicapai apabila sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam nash dan hadis
yang juga mengakomodir kebutuhan masyarakat yang-dibebani. untuk melaksanakan
hukum tersebut. ‘Dalam praktiknya™ ditemukan kompromi terkait kewarisan beda
agama, dimana pengadilan agama memberikan peluang orang beda agama untuk
mendapat-bagian dari harta warisan, namun hal‘ini masih sekedar interpretasi pribadi,
belum ada aturan-baku.yang. menjadi payung hukumnya. Melihat hal tersebut
tentunya hukum belum bisa menjamin keadilan untuk materi tersebut. Jika melihat
konsep keadilan yang dicetuskan oleh John Rawls memberikan sinyal bahwa karena
kondisi yang tidak sama orang beda agama, tidak bisa mendapatkan bagiannya seperti
ketika ia beragama Islam. Kondisi yang membawa ketidak beruntungan, hal ini
menurut John Rawls bukan menjadi alasan untuk mengabaikan haknya, sehingga
kondisi tidak beruntung tersebut harus diakomodir walaupun dengan melalui cara
yang berbeda, namun haknya sebagai anak atau orangtua yang berbeda agama tetap
terpenuhi sehingga dapat mewujudkan keadilan dan keutuhan keluarga.

Kata kunci: kewarisan, keadilan, beda agama dan persamaan hak.



ABSTRAC

Justice is one of the purposes of the establishment of the law, in other words
the value that must be the purpose of every rule made.There is no exception to the
rule of law that contains Islamic inheritance, in practice islamic inheritance law is still
often found to be a difference of views so that it becomes the cause of the
inerealization of a justice.One of the material of Islamic nationality in Indonesia that
is still often debated is the inherition of people of different religions.In the hadith
clearly the Messenger of Allaah explained that Muslims cannot inherit against non-
Muslims as well as vice versa, but looking at the condition of this plural Indonesian
society, is there no specific formulation that can accommodate the transfer of
inheritance inheritance to people of different religions who notabene have blood ties
but because of religious differences then he is hindered his rights.Looking at the
existing problems spurred the author to discuss how the concept of justice in islamic
inheritance law by comparing with the values of the concept of contemporary
justice.With the aim of seeing its relevance so as to be able to find the expected
justice as a solution addressing the inheritance different religions taking into account
justice.

Looking at the issue, the authors try to study philosophically to discover how
islamic inheritance law in Indonesia in this case is included in the Compilation of
Islamic Law (KHI) to shape the concept of justice and see the perspective of justice
offered by John Rawls through library research.

The study concluded that the concept of justice formed in KHI consists of
four elements of justice, namely metaphysical justice, anthropological justice, gender
justice and legal justice.The four justices were arranged for the benefit of the people
without deviating from the provisions of Islamic sharia.Justice can be achieved if in
accordance with the provision stipulated in the nash and hadith that also
accommodates the needs of the burdened community to carry out the law.In practice,
there are compromises regarding .the- inheritance -of, different religions, where
religious courts give different religious people the opportunity to obtain a share of the
inheritance, but this is still just a personal interpretation, there is no standard rule that
becomes the umbrella of the law.Seeing that, of-course, the law has not been able to
guarantee justice for-the material.If you look at the concept of justice instiled by John
Rawls, it signals that because of the conditions of people of different religions, he
cannot get his share as when he is Muslim.The condition that brings unluckyness,
according to John Rawls is not a reason to ignore his rights, so the unfortunate
condition must be accommodated even in different ways, but his rights as a child or
parent of different religions remain fulfilled so as to realize justice and wholeness of
the family.

Keywords: inheritance, fairness, different religions and equality of rights.



B
PRCE?

R

STATE ISLAMIC UNIVERSITY

SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
D¢o FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
I J1. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR
Nomor : B-730/Un.02/DS/PP.00.9/08/2020

Tugas Akhir dengan judul :"BEDA AGAMA SEBAB PENGHALANG WARIS DALAM TINJAUAN TEORI
KEADILAN JOHN RAWLS)".

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : PINTA ZUMROTUL IZZAH, S.H.L.
Nomor Induk Mahasiswa : 1520310084

Telah diujikan pada : Selasa, 25 Agustus 2020

Nilai ujian Tugas Akhir : A/B

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Dr. H. Ahmad Bahiej, S.H., M.Hum.
fiaaie SIGNED

Valid ID: 5f47¢82eb6e29

==l Penguji 111

¥% Dr. H. Riyanta, M.Hum.
* SIGNED

; Dr. Fathorrahman, S.Ag., M.Si.
x5 SIGNED

Valid ID: 5£47cc4056a42

= Yogyakarta, 25 Agustus 2020
A f UIN Sunan Kalijaga
: Fy Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

:  Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
. Al SIGNED
Valid ID: 5f48d723a43fe

11 29/08/2020


http://www.tcpdf.org

PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Pinta Zumrotul Izzah, S.H.I.
NIM 1 1520310084

Prodi : Magister Ilmu Syariah
Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya
saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan bebas dari
plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan
plagiasi, maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 22 Agustus 2020

= Saya yang menyatakan,

-.-Mr’ ‘—”-'I'Pl ta zumrotul IZZah, S-H'I-

NIM. 1520310084



MOTTO

Ladlly i ge i g 4l Cilia ya i) Al (g i Ca (il (a9

Dan & entara manusia ada orang yang menjorfanfan :lz’rz’nya untuk mencari kevidFoan Sthak, Dan
Sk :7!2‘;/&; 35 enyantun @m&z hda:mia-/fmnﬂanwﬂa.

( Q 3. %f-ﬁagara/ﬁzo])

vii



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab ke dalam kata-kata latin yang dipakai dalam penyusunan
tesis ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri
Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan
0543b/U/1987 tanggal 10 September 1987.

I.  Konsonan Tunggal

Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama

| Alif Tidak dilambangkan Tidak dilambangkan

o Ba’ b be

< Ta’ t te

& Sa’ S es (dengan titik diatas)
d Jim j je

d Ha’ h ha (dengan titik di bawah) ka
c Kha’ kh dan ha

2 Dat d de

. Zal z zet (dengan titik di atas)
J R&’ r er

J Zai z zet

o Sin S es

o Syin sy es dan ye
ol Sad S es (dengan titik di bawah)
ol Dad d de (dengan titik di bawah)
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b Ta’
b2} 7a’
4 ‘Ain
4 Gain
o Fa’
d Qaf
d Kaf
J Lam
8 Mim
a Nin
3 Waw
® Ha’
s Hamzah
¢ Ya

te (dengan titik di bawah)
zet (dengan titik di bawah)
koma terbalik di atas
ge
ef
qi
ka

3

el

3

em
‘en
w

ha

apostrof

ye

Konsonan Rangkap Karena Syaddah ditulis rangkap

ditulis

ditulis

Muta’addidah

‘iddah

Ta’marbiitah di akhir kata

a. Bila dimatikan ditulis h
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QR

ditulis

ditulis

Hikmah

jizyah

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah diserap

dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya kecuali bila

dikehendaki lafal aslinya

b. Bila diikuti denga kata sandang ‘al’ serta bacaan kedua itu terpisah,

maka ditulis h

sl g¥Idal <

ditulis

Karamah al-auliya’

c. Bila ta’marbitah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah

ditulis tatau h

hdlisls ) ditulis Zakah al-figri
IV. Vokal Pendek
Y fathah ditulis a
o kasrah ditulis i
R dammah ditulis u
V. Vokal Panjang
1 | Fathah + alif Llala ditulis a :jahiliyyah
2 | Fathah + ya’ mati (s ditulis a :tansa
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3 | Kasrah + ya’ mati @S ditulis I @ karim
4 | Dammah + wawu mati = =2 ditulis i : furid
V1. Vokal Rangkap
1 | Fathah ya mati ditulis ai
S ditulis bainakum
2 || Fathah wawu mati ditulis au
Jh ditulis qaul

VII. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan

apostrof
A ditulis a‘antum
< e ditulis u’iddat
Al S il ditulis la’in syakartum

VIIl. Kata sandang Alif + Lam

a. biladiikuti huruf-Qomariyyahditulis dengan menggunakan-*1"

Sl

bl

g

ditulis

ditulis

Al-Qur’an

al-Qiyas

b. Bila diikuti huruf Syamsiyah ditulis dengan menggunakan huruf

Syamsiyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf | (el)nya.




s lawdd) ditulis as-Sama’

Cadd) ditulis asy-Syams

IX. Penyusunan kata-kata dalam rangkaian kalimat

w2l 9 ditulis Zawi al-furad

asud) Jaf ditulis Ahl as-Sunnah

X. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

a. Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam
Kamus Umum. Bahasa Indonesia, misalnya: al-Qur’an, hadis, mazhab,
syariat, lafaz.

b. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh
penerbit, seperti judul buku al-Hijab.

c. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab; tapi berasal dari negera
yang menggunakan huruf latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri
Soleh.

d. Nama penerbit di Indonesia yang mengguanakan kata Arab, misalnya

Toko Hidayah, Mizan.
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BAB |

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah negara hukum yang tentu saja dalam segala aspek
kehidupan warga negaranya diatur oleh peraturan-peraturan yang
bertujuan untuk memberikan tuntunan segala perilaku yang boleh atau
tidak boleh dilakukan. Peraturan dibuat untuk menciptakan suasana dan
kondisi yang teratur guna tercapainya kehidupan yang aman dan nyaman
bagi setiap warga negaranya.

Dalam membentuk sebuah peraturan tentunya tidak lepas dari tiga
aspek dasar sistem hukum, yaitu: pertama, structure, menyangkut pada
lembaga-lembaga yang memiliki kewenangan membuat dan melaksanakan
peraturan (lembaga peradilan dan lembaga legislatif). Kedua, substance
yaitu materi atau bentuk dari peraturan perundang-undangan. Ketiga, legal
culture~yaitu.-keyakinan akan nilai, - pikiran-atau. -ide dan harapan
masyarakat terkait peraturan yang telah dibuat.*

Dapat dipahami bahwa rhukum tidak ‘hanya: sebagai peraturan
perundang-undang yang berlaku pada suatu masa atau tempat tertentu,
namun hukum juga harus memiliki unsur lain yakni sebagai cita-cita, ide
dan nilai moral keadilan. Jika hukum hanya sekumpulan peraturan yang

menjadi alat untuk mengatur masyarakat tanpa melihat nilai keadilan yang

! Teguh Prasetyo, Filsafat, Teori dan llmu Hukum: Pemikiran Menuju Masyarakat yang
Berkeadilan dan Bermartabat (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014), him. 312.



dicita-citakan, maka yang muncul adalah sebuah peraturan yang
dilaksanakan tanpa mengandung ruh kebenaran dan kebajikan.

Keadilan adalah asas universal yang menjadi dasar dalam setiap
perilaku di dunia ini, membahasnya tidak akan pernah ada kata habis.
Begitu juga ketika mengkaji tentang peraturan pasti hal pertama yang
dipertanyakan adalah apakah dalam pembentukan peraturan tersebut telah
memuat unsur-unsur keadilan atau yang lebih jauh lagi apakah dalam
penerapannya telah memberikan rasa keadilan kepada masyarakat. Sebab,
peraturan akan efektif apabila dapat mengakomodasi kebutuhan atau nilai-
nilai yang hidup dan tumbuh dalam masyarakat, menjadi sebuah peraturan
yang memenuhi asas keadilan. Dengan asas keadilan akan memberikan
ruang pada peraturan agar tidak digunakan sebagai alat legitimasi
kekuasaan golongan-golongan tertentu, sehingga dapat menghilangkan
kemandiriannya dalam memberikan kepuasan kepada semua pihak.

Membahas keadilan tentunya tidak lepas dari nilai sentral budaya
bangsa Indonesia ini, yaitu Pancasila. Hal ini dapat dilihat dalam sila ke-5
yang berbunyi: “keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indenesia.”, dimana
ada unsur keadilan sosial, 'yang menggambarkan bahwa cita-cita luhur
yang terkandung dalam ideologi bangsa adalah terwujudnya masyarakat

tanpa kelas, setiap lapisan masyarakat tidak memiliki perbedaan dalam



menerima perlakuan, sehingga masyarakat akan terhindar dari rasa
ketidakadilan.®
Keadilan adalah sebuah konsep yang pada dasarnya bersifat relatif,
kapan saja seseorang menyatakan bahwa segala sesuatu yang ia
perjuangkan untuk mewujudkan keinginannya terhadap sesuatu yang ia
anggap menjadi haknya maka itu bisa dikatakan adil. Namun kembali lagi
karena sifatnya relatif skala keadilan sangat beragam dalam setiap tatanan
sosial yang ada. Sehingga menurut Hans Kelsen keadilan yang
berhubungan dengan tatanan sosial adalah sebuah kualitas tatanan
masyarakat yang mengatur hubungan timbal balik antar manusia yang
mungkin dapat diwujudkan, namun tidak selalu dapat diwujudkan, tatanan
masyarakat yang dapat dikatakan adil menurutnya apabila adalah rasa
yang dapat membawa kepuasan dan kebahagiaan dalam tatanan tersebut.®
Melihat pentingnya keadilan sebagai unsur yang harus tercapai
dalam setiap tujuan dibentuknya peraturan, maka perlu terlebih dahulu
dijelaskan terminologi umum dari kata keadilan, hal ini dimaksudkan
untuk memberikan gambaran yang jelas terkait posisi keadilan. Kata adil
berasal dari bahasa Arab yaitu ‘ad/ yang berarti konsisten, berimbang,

sama dan patut.” Ini serupa dengan pengertian adil yang dijelaskan dalam

2 Abdul Manan, Reformasi Hukum Islam di Indonesia (Jakarta: Raja Grafindo Persada,
2006), him. 367.

® Hans Kelsen, What is Justice? Justice, Law, and Politics in the Mirror of Science
(Barkeley an Los Angeles:University of California Press, 1957), him. 1-2.

* Rifyatul Ka’bah, Hukum Islam di Indonesia, (Jakarta:Universitas Yasri, 1999), him. 28



Kamus Besar Bahasa Indonesia bahwa adil adalah tidak berat sebelah,
tidak memihak, berpihak atau berpegang pada yang benar, sepatutnya
tidak sewenang-wenang..’

Pengertian adil atau keadilan merupakan tema utama dalam hukum
yang dapat dilihat dari dua arti pokok, yaitu arti formal dan material.
Keadilan dalam arti formal menuntut hukum berlaku umum, sedangkan
arti material menuntut agar setiap hukum yang ada sesuai dengan cita-cita
keadilan masyarakat.® Keadilan dalam hukum sepenuhnya tergantung akan
penalaran manusia, sehingga masuk pada ranah filosofis, sehingga
berdampak pada kecenderungan keadilan akan berubah seiring dengan
perubahan masyarakat satu dengan masyarakat yang lain, tergantung pada
falsafah yang dianut oleh masyarakat tersebut.”

Prinsip keadilan secara otomatis akan menghasilkan prinsip
kebenaran. Dalam ajaran Islam sendiri meletakkan keadilan sebagai
standar norma, sehingga hukum harus diterapkan kepada semua orang atas
dasarpersamaan, dalam keseimbangan antara hak dan kewajiban. Hukum
sebagai wadah untuk mewujudkan keadilan bisa dikatakan efektif apabila
antara‘perpaduan nilai-nilai ' keadilan yang substantif, dalam hal ini (Al-

Qur’an dan Hadis) dengan masyarakat sebagai pihak yang secara langsung

> Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia, cet. ke-3 (Jakarta:
Balai Pustaka, 2005), him. 4.

® E. Fernando M. Manullang, Menggapai Hukum Berkeadilan (Jakarta: Kompas, 2007),
him. 96.

" Bustanul Arifin, Pelembagaan Hukum Islam di Indonesia (Jakarta: Gema Insani Press,
1996), him. 45.



dibebani oleh hukum (mukallaf) nampak harmonis, baik pengaruhnya
dalam kehidupan individu maupun sosial.

Di antara ayat Al-Qur’an yang menjelaskan tentang keadilan
adalah QS. al-Maidah ayat 8, dalam ayat ini dijelaskan bahwa manusia
diperintahkan untuk selalu berbuat adil kepada siapa pun, tanpa melihat
suku, agama, golongan maupun ras. Manusia diberikan pengajaran terkait
keadilan merupakan wujud dari ajaran Islam yang dibawa oleh Nabi
Muhammad SAW yakni syari’at yang dibangun di atas landasan hukum
dan demi kemaslahatan manusia. Sehingga keadilan adalah nilai yang
harus ditegakkan guna mencapai kehidupan masyarakat yang baik jauh

dari sifat dan prilaku yang penuh kemudharatan.

Aturan = yang seringkali  dipandang menimbulkan  rasa
ketidakadilan adalah terkait kewarisan. Di Indonesia, peraturan terkait
hukum kewarisan Islam yang telah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam
tidak jauh berbeda dengan yang telah termaktub dalam nash dan kitab-
kitab “fikih klasik, sehingga keadilan yang dipegang adalah keadilan
normatif, 'dalam banyak kasus ‘hal” ini" tidak selalu~bisa menyelesaikan
masalah. Banyak pihak yang merasa terjadi ketimpangan dalam aturan
hukum kewarisan Islam, yang pada akhirnya memberi dampak pada
perilaku masyarakat yang cenderung mengabaikan ketentuan yang telah

diatur dalam hukum kewarisan Islam.

Masyarakat yang plural memberikan gambaran hukum yang hidup

di masyarakat beranekaragam, sehingga banyak memunculkan interpretasi



yang beragam. Dengan penduduknya yang mayoritas beragama Islam,
memunculkan permasalahan tersendiri, khususnya terkait dengan
kewarisan. Ada keterikatan mengenai masalah keyakinan akan ajaran
agama, namun di sisi lain muncul pemahaman bahwa kewarisan yang
digambarkan dalam Islam terkadang memunculkan ketidakadilan terhadap
pihak tertentu. Belum lagi di lembaga peradilan masih sering ditemukan
perbedaan pandangan terkait memutuskan permasalahan kewarisan yang

ada pada umat Islam.

Maka dengan melihat urgensi masalah kewarisan Islam di
Indonesia, lembaga berwenang (didahului dengan ditandatanganinya Surat
Keputusan Bersama oleh Menteri Agama dan Ketua Mahkamah Agung
No. 07/KMA/1985 pada tanggal 25 Maret 1985), memunculkan ide untuk
mengkodifikasi hukum keluarga, salah satu pokok bahasannya adalah
kewarisan Islam, yang diharapkan menjadi sebuah peraturan yang bisa
menjadi tolak ukur dalam menyelesaikan permasalahan kewarisan.
Peraturan _ tersebut _dikenal dengan_ Kompilasi Hukum Islam, yang

selanjutnya akan disebut KHI.

Hukum kewarisan yang termuat dalam KHI, berada dalam buku Il
yang termuat dari Pasal 171 sampai dengan 214. Dalam Pasal 171 huruf a
dijelaskan pengertian hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur
tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris,

menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa



bagiannya masing-masing.” ® Beberapa ketentuan lain terkait kewarisan
yang menonjol dalam pembahasan adalah pembagian harta peninggalan
yang pada pasal-pasal sebelumnya telah dijelaskan secara rinci, yang

selama ini materinya sudah dipelajari dalam kitab-kitab fikih.

Banyak sekali permasalahan-permasalahan yang timbul terkait
dengan peraturan yang diatur dalam KHI, masih banyak ketimpangan yang
berujung pada ketidakadilan. Dalam bukunya, JND. Anderson® membuat
kritik kepada para ahli hukum Islam, bahwa dalam pembentukan peraturan
perundang-undangan hukum keluarga, masih dilakukan secara parsial,
dengan menggunakan metode takhayyur dan talfig, sehingga berakibat
pada produk hukum yang tidak komprehensif, diakui atau tidak masih ada
kekurangan dalam penerapan hukum kewarisan khususnya di Indonesia,
walaupun tidak dapat dipungkiri bahwa telah ada usaha dalam
pembaharuan sehingga muncul hukum-hukum baru contohnya ahli waris
pengganti dalam Pasal 185 maupun wasiat wajibah kepada anak angkat

dalam Pasal 209.

Pada.tahun-.2002, Direktorat Pembinaan-Badan Peradilan Agama
membentuk sebuah badan Pengkajian dan Pengembangan Hukum Islam
(BPPHI), dengan tujuan untuk pengembangan hukum substantif peradilan

agama. Menteri Agama pada saat itu, Said Aqil Husin al-Munawwar

& Kompilasi Hukum Islam, him. 375.

°J. N. D. Anderson, Law Reform in The Moslem World (London: University of London,
1976), him. 42.



mengeluarkan Surat Keputusan Menteri Agama guna membentuk tim
penyusun draft awal RUU HTPA yang diambil dari pasal-pasal KHI.
Alasan diambilnya materi dari KHI adalah karena usaha untuk
meningkatkan status KHI dari Inpres menjadi undang-undang, alasan
lainnya adalah rumusan hukum yang termuat dalam KHI sudah saatnya
diubah. Perubahan tersebut didasari alasan bahwa KHI memiliki
kelemahan pokok pada rumusan visi dan misinya, beberapa pasal secara
prisip bertentangan dengan prinsip dasar Islam yang universal seperti

persamaan, persaudaraan dan keadilan.'®

Alasan lain adalah bahwa KHI dari sudut metodologi masih
terkesan replika hukum fikih ulama Timur Tengah dan dunia Arab
lainnya, sehingga pembaruan yang ditawarkan bukan hanya berbasis pada
mareri KHI, namun juga pada pangkal paradigmanya, yaitu membangun
metodologi yang dapat menjadi acuan dari kerja pembaruan. Rumusannya
didasarkan pada tujuan dasar syari’at Islam dan ideologi yang dianut
bangsa Indonesia, yaitu menegakkan nilai_dan prinsip keadilan sosial,
kemaslahatan  “umat, dan = kearifan ~lokal, sehingga Tredaksi yang

dimunculkan dapat'berlaku/dan dipahami oleh masyarakat Indonesia.**

Dengan melihat beberapa respon kritik terhadap ketentuan hukum

kewarisan, maka secara eksplisit dapat dilihat bahwa peraturan yang ada

% Marzuki Wahid, Fikih Indonesia: Kompilasi Hukum Islam dan Counter Legal Draft
Kompilasi Hukum Islam dalam Bingkai Politik Hukum Indonesia (Cirebon: ISIF, 2014), him. 205-
209.

1 Muhammad Sodik, Fikih Indonesia: Dialektika Sosial, Politik, Hukum dan Keadilan
(Yogyakarta: Suka Press, 2014), him. 94-95.



dalam KHI dirasa masih kaku, notabene berasal dari sumber hukum yang
sama, belum melihat pada kebutuhan yang ada dalam masyarakat yang di
masa sekarang ini sangat bervariatif, struktur sosial sangat mempengaruhi
kebutuhan masyarakat. Sebab hukum dapat dikatakan bernilai adil apabila
memuat unsur yuridis, sosiologis dan filosofis. Pertama, unsur yuridis
adalah peraturan yang dibuat oleh lembaga yang berwenang. Kedua, unsur
sosiologis bermakna bahwa apabila peraturan yang dibuat keberadaannya
telah mencerminkan keadaan sosiologis dan ide-ide masyarakat. Ketiga,
unsur filosofis yaitu apabila peraturan yang dibuat berdasarkan jiwa
bangsa yaitu Pancasila, yang dapat diartikan bahwa dalam sila kelima
memberikan petunjuk bahwa hukum dalam penegakannya tidak boleh

diskriminatif dan berlaku tidak adil.*?

Akibat yang timbul adalah permasalahan di kalangan masyarakat
muslim, disebabkan hukum yang ada dirasa belum memenuhi rasa
keadilan. Maka dengan melihat permasalahan diatas, penyusun ingin
menilik _lebih dalam lagi bagaimana sebenarnya unsur _filososfis yang
terkandung dalam™ KHI" terkait ‘hukum™ kewarisan. ‘Dalam " penelitian ini
penyusun akan membatasi pembahasan hukum kewarisan hanya pada
kewarisan berbeda agama apakah ia bisa memperoleh bagian dari harta

warisan orangtuanya.

Penyusun merasa perlu dilakukannya pengkajian terkait perbedaan

agama menjadi salah satu penghalang untuk menerima harta waris, nhamun

12 Abdul Manan, Reformasi Hukum Islam di Indonesia, him. 140.
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jika dilihat pada kenyataannya walaupun ia berbeda agama namun ia tetap
memiliki hubungan darah dengan pewaris, sehingga dapat ditarik dengan
berlakunya pasal 209, bahwa anak angkat bisa mendapatkan bagian harta
peninggalan orang tua angkatnya dengan jalan wasiat wajibah, maka
bagaimana dengan ahli waris beda agama yang sudah jelas memiliki

hubungan darah yang lebih erat daripada anak angkat.

Dengan pembatasan masalah yang akan dikaji diharapkan dapat
terfokus dengan pokok masalah dan dapat diketahui apakah aturan tersebut
sudah tepat atau perlu adanya pembaruan. Lalu kajian secara filosofis
diharapkan dapat ditemukan keadilan seperti apa yang diinginkan dalam
KHI dan sesuai dengan keadilan yang dicita-citakan bangsa ini. Dalam hal
ini penyusun akan mengkajinya dengan teori keadilan yang digagas oleh

John Rawls dalam bukunya yang berjudul A Theory of Justice.

Perlu diketahui John Rawls memiliki empat prinsip penting terkait
teori keadilannya, yaitu: kebebasan dasar, setiap.-individu, prinsip kontrak
sosial, utilitarianisme  dan intuisionisme. Penyusun menggunakan teori
keadilan John Rawls dengan alasan bahwa teori ini-dapat memberikan titik
terang bagaimana konsep keadilan yang seyogyanya terkandung dalam
hukum kewarisan yang selama ini belum secara jelas diketahui, dipahami
dengan baik serta sesuai dengan cita-cita dasar kehidupan bangsa,

khususnya umat muslim Indonesia.
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B. Rumusan Masalah

Permasalahan yang akan penyusun angkat dari uraian latar
belakang yang telah dikemukakan sebelumnya terkait tema penelitian ini

adalah:

1. Bagaimana prinsip keadilan yang terkandung dalam hukum kewarisan
Islam Indonesia?

2. Bagaimana keadilan dapat diwujudkan terhadap kewarisan beda agama
dalam hukum kewarisan Islam Indonesia jika dikaji melalui teori
keadilan John Rawls?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian
Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Mengetahui prinsip keadilan yang terkandung dalam hukum kewarisan
Islam Indonesia.

2. Mengetahui prinsip keadilan yang komperehensif terkandung dalam
hukum kewarisan Islam  Indonesia, terkait beda agama setelah dikaji

menggunakan teori keadilan John Rawls.

Penelitian ini diharapkan berguna untuk memberikan titik terang
terkait unsur filosifis yang terkandung dalam hukum kewarisan Indonesia
dalam Kompilasi Hukum Islam, agar dapat dilakukan pembenahan yang
dalam pembuatan maupun pelaksanaannya peraturan yang ada dapat
mengandung unsur keadilan yang tidak hanya terbatas pada kemaslahatan

mayoritas masyarakat namun keadilan tersebut dapat dirasakan oleh
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seluruh individu dalam masyarakat berdasar pada cita-cita bangsa.
Sehingga ketika berbagai peraturan akan dibuat ada acuan prinsip yang
harus dimuat dalam proses maupun penerapannya agar tujuan dibentuknya

sebuah hukum dapat tercapai.

D. Telaah Pustaka

Ketika penyusun membaca berbagai karya-karya ilmiah maupun
literatur lainnya yang membahas tentang keadilan, memberikan ide bagi
penyusun untuk membahas keadilan namun dikaitkan dengan hukum
keluarga, sesuai dengan konsentrasi pendidikan yang penyusun saat ini
dalami. Salah satu alasan yang mendorong penyusun untuk mengambil
tema ini adalah karena dalam sebuah kajian filsafat yang penyusun ikuti®?,
menggambarkan bahwa teori keadilan yang diusung oleh John Rawls yang
dituangkan dalam bukunya A Theory of Justice, banyak mempengaruhi
perkembangan kajian filsafat di era akhir abad ke-20 hingga sekarang.
Dengan dasar ini penyusun mencari teori pokok yang dicetuskannya dan
diformulakan  dengan perjalanan_hukum keluarga,. khususnya hukum
kewarisan Islam yang berlaku di Indonesia, saat int belum ditemukan
secara khusus membahas hal tersebut.” Ada"beberapa“karya-karya yang
memberikan gambaran secara umum yang dapat dipergunakan penyusun
sebagai kajian pustaka dalam tesis ini.

Pertama, artikel yang ditulis oleh Ahmad Zaenal Fanani dengan

judul “Teori Keadilan dalam Perspektif Filsafat Hukum dan Islam. Dalam

3 Kajian Filsafat oleh Fahrudin Faiz (Dosen Magister Fakultas Ushuluddin dan Filsafat),
hari Rabu di setiap minggu bertempat di Masjid Jenderal Soedirman Demangan Yogyakarta.
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artikel ini dibahas konsep keadilan dalam filsafat hukum Islam yang sering
disebut dengan maqasid syari’ah, tidak hanya di ranah filsafat hukum saja
namun konsep keadilan juga masuk pada ranah teologi. Dengan melihat
tiga bahasan tersebut, maka ia mempersempit bahasannya dengan
menguraikan dua teori terkait konsep keadilan dari segi filsafat hukum
menggunakan teori Aristoteles dan John Rawls, sedangkan dari segi teori
keadilan teologi diuraikan pendapat aliran Mu’tazilah dan Asyariyah, tak
lupa juga membahas konsep keadilan dari filsafat hukum Islam yang
dikenal dengan magasid syari’ah. Dari penelitian ini dapat ditarik beberapa
kesimpulan yakni: (1) keadilan filsafat hukum menjadi landasan hukum
yang ada, dengan pemahaman keadilan adalah sebuah kesamaan baik
numerik maupun proporsional, sedangkan dengan adanya teori keadilan
sosial yang digagas oleh John Rawls disebutkan bahwa penegakan
keadilan harus melihat dua prinsip keadilan, yaitu memberi hak yang sama
kepada setiap individu dan mengatur kembali kesenjangan sosial ekonomi
yang terjadi selama ini. (2) diketahui bahwa teort. maqasid syari’ah identik
dengan teori keadilan filsafat hukum yang sama-sama memiliki tujuan
maslahah**

Kedua, jurnal yang ditulis oleh Riyanta berjudul “Kewarisan Beda
Agama (Studi Pandangan Muaz bin Jabal). Kajian ini memfokuskan
bagaiamana Muaz bin Jabal memiliki pendapat yang fenomenal terkait

pewarisan beda agama. Sahabat Rasulullah yang terkenal dengan

Y Ahmad Zaenal Fanani, Teori Keadilan Dalam Perspektif Filsafat Hukum dan Islam,
Artikel yang ditulis saat menjadi mahasiswa Program Doktor (S3) IImu Hukum, Yogyakarta: UlI.
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ketajaman pikirannya berani mengambil keputusan atas permasalahan
umat yang dihadapkan padanya, dilatar belakangi sengketa antara dua
saudara beragama Islam dan non-Islam yang memperebutkan harta
warisan orangtuanya yang belum memeluk agama Islam. Melihat indikasi
adanya pertikaian antar saudara yang akan membawa kehancuran
keluarganya, Muaz bin Jabal membuat keputusan cepat bahwasannya ia
membagikan harta warisan tersebut kepada kedua ahli waris tersebut tanpa
memandang agamanya. Muaz bin Jabal berpegang pada hadis Rasulullah
yang memiliki arti bahwa seseorang yang beragama Islam akan bertambah
haknya, dengan kata lain seseorang tidak akan kehilangan atau berkurang
haknya ketika ia menjadi umat Islam. Menarik dari hadis tersebut, Muaz
bin Jabal berpendapat bahwa seorang muslim dapat menjadi ahli waris dari
pewaris yang non-muslim, ia melihat dari segi maslahah dimana jika
seorang muslim tidak dapat harta warisan pewaris dikhawatirkan akan
hidup kekurangan dan membawa ia kembali kepada kemurtadan, karena
haknya yang terhalangi oleh perbedaan agama. Pendapat ini tentu berbeda
dengan pendapat mayoritas ulama yang berpendapat bahwa orang Islam
tidak mewarisi terhadap orang non-muslim begitu juga sebaliknya, dengan
dasar hadis Rasulullah.*

Ketiga, jurnal yang ditulis oleh Chamim Tohari berjudul
“Rekonstruksi Hukum Kewarisan Beda Agama Ditinjau dari Al-Ushul Al-

Khamsah”. Penulis memahami bahwa ketentuan kewarisan beda agama

> Riyanta, Kewarisan Beda Agama (Studi Pandangan Muaz bin Jabal), Asy-Syir’ah
Jurnal llmu Syari’ah dan Hukum, Vol. 46:1 (Januari-Juni 2012).
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yang telah tetuang dalam hadis Rasulullah tidak sejalan dengan realita
permasalahan yang terjadi di tengah-tengah umat. Latar belakang
penelitian ini adalah apakah hadis dan kemaslahatan harus dipersatukan
atau mendahulukan kemaslahatan dengan mencari penjelasan lain.
Menurut penulis, ayat-ayat kewarisan tidak secara terang menjelaskan
dalam waris-mewarisi harus sama-sama beragama Islam. Jika ditelusuri
sumber tidak diperbolehkannya kewarisan beda agama berdasarkan hadis
Rasulullah, namun ditemukan bahwa hadis tersebut berkedudukan ahad
dengan status zanni dan pemahaman bahwa kata kafir yang memiliki
makna umum. Jumhur ulama memahami bahwa kata kafir memiliki makna
mutlak, semua jenis kekafiran menjadi penghalang saling mewarisi.
Namun penulis tidak sependapat dengan dasar Rasulullah membeda-
bedakan pemberlakuan hukum dan hubungan sosial bergantung jenis
kekafirannya. Pemahaman jumhur ulama dinilai tidak memperhatikan
penggunaan teks dengan kondisi zaman, dimana dalam urusan muamalah,
teks ‘haruslah -mempertimbangkan kondisi kapan teks tersebut berlaku
untuk kemaslahatan . Karena penulis memandang bahwa kemaslahatan
adalah’ dalil* agama yang/ ghat’i, dengan berpegang pada pendapat
Najamuddin al-Tufi yang berpendapat bahwa jika teks dan maslahah
bertentangan, maka kedua hal tersebut sudah sepatutnya didamaikan.
Menilik pada persinggungan antara teks pelarangan kewarisan beda agama
dengan al-ushul al-khamsah melihat bahwa memelihara agama, jiwa,

nasab, akal dan harta sejalan dengan bagaimana diperbolehkannya seorang
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muslim mewarisi terhadap non-muslim, hal ini disebabkan maslahah yang
didapatkan lebih besar.®

Keempat, skripsi yang ditulis oleh Mawardi berjudul “Keadilan
Sosial Menurut John Rawls”. Kajian pustaka ini lebih difokuskan pada
penggalian terhadap pendapat John Rawls tentang keadilan sosial yang
termuat dalam bukunya yang berjudul A Theory of Justice. Penelitian ini
memberikan sebuah gambaran bahwa konsep keadilan sosial adalah
sebagai sebuah sistem kerja sosial yang saling menguntungkan antara
setiap anggota masyarakat. Diberikan sebuah metode penyelesaian konflik
terkait tentang keadilan yang ada dalam masyarakat, seperti: (1) konsep
kesepakatan bersama, terkait tentang pandangan dan pemahaman apa yang
adil dan tidak adil menjadi batasan sejauh mana setiap individu dapat
menyatakan klaimnya masing-masing. (2) konsep original position yang
ditawarkan sangat rasional dan sesuai dengan rasa keadilan. (3) konsep
persamaan kebebasan, bukan egaliter radikal yang dirancang dengan tidak
meninggalkan adanya konsep' khusus yaitu ketidaksamaan, yang didasari
pada persamaan- yang fair dan kondisi ketidaksamaan- haruslah tetap
menguntungkan: pihak “ yang paling  lemah atau 'yang paling tidak
beruntung. Terobosan baru yang diberikan John Rawls dalam memahami

bahwa konsep keadilan distributif tidak hanya mengacu pada persamaan

1 Chamim Tohari, Rekonstruksi Hukum Kewarisan Beda Agama Ditinjau dari Al-Ushul Al-
Khamsah, jurnal Mazahib Jurnal Pemikiran Hukum Islam, Vol. XVI:1 (Juni 2017).



17

yang fair namun dengan tidak mengabaikan faktor-faktor ketidak
beruntungan yang bersifat genetik atau alami.*’
E. Kerangka Teori

Alat ukur yang digunakan penyusun dalam penelitian ini adalah
teori keadilan John Rawls, namun perlu kiranya sebelum membahas lebih
dalam mengenai teori keadilannya, penulis mengulas terkait konsep
keadilan yang ada dalam Islam. Hal ini dimaksudkan untuk melihat
bagaiamana Islam melihat keadilan dan persamaan sehingga agar lebih
relevan karya penulis dengan bidang yang diteliti.

Keadilan dalam Islam yang termuat dalam nash berasal dari kata
al-‘adl yang memiliki makna berbeda-beda, hal ini disebabkan oleh
interaksi kata adil dalam konteks ayat yang berbeda. Kata al- ‘adl dalam
Q.S. an-Nisa ayat 3 bermakna persamaan (al-musawah), dalam ayat
tersebut dijelaskan bahwa memberikan hak yang sama. Sedangkan dalam
Q.S. al-an’am ayat 7 dijelaskan bahwa kata adil memiliki makna
keseimbangan antara hak dan kewajiban, sebuah perbuatan pemberian hak
dikatakan adil ‘apabila. dilaksanakan sesuai ‘dengan beban yang telah
dilaksanakan.

Konsep keadilan yang ada dalam Islam memuat beberapa nilai di
antaranya adalah manusia memiliki kedudukan yang sama dimana yang
membedakan hanya ketakwaannya dan laki-laki dan perempuan memiliki

hak yang sama dan ada keseimbangan antara hak dan kewajiban pada diri

" Mawardi, Keadilan Sosial Menurut John Rawls, Skripsi tidak diterbitkan, Jakarta: UIN
Syarif Hidayatullah, 2010.
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manusia. Penjelasan ini memperlihatkan bahwa konsep keadilan yang ada
dalam Islam memberikan gambaran bahwa nilai keadilan yang ditawarkan
mengandung makna yang dalam. Bahwa keadilan tidak hanya pada
kesamaan pemberian hak namun juga melihat bagaimana keseimbangan
antara hak dan kewajiban yang dapat terpenuhi.

Selanjutnya penulis memaparkan secara singkat dasar pemikiran
John Rawls sehingga dapat melahirkan teori keadilan. Karena pengetahuan
inilah yang mendorongnya untuk menyusun sebuah karya tentang keadilan
yang pada tahun 1971, lahirlah karya terbesarnya berjudul A Theory of
Justice.'®

Secara jelas bahwa teori keadilan yang dicetuskan oleh John Rawls
adalah teori yang berdasar pada sense of justice akan pengalaman hidup
dan pemahaman yang ia dapatkan selama masa belajarnya, sehingga teori
ini secara praktis dapat diaplikasikan dalam kehidupan bernegara, tak
terkecuali terkait peraturan perundang-undangan yang diciptakan untuk
mewujudkan Kesejahteraan dan keadilan sosial bagi masyarakat luas.

John Rawls memahami hakikat keadilan sebagai sebuah kebajikan
utama dari institusi sosial, ‘hal ini sebanding dengan konsep kebenaran
yang merupakan konsep utama dari sebuah pemikiran. Secara individu, hal
utama bagi manusia yang membedakannya dari makhluk ciptaan Allah
SWT vyang lain adalah akal, dengan berfikir seseorang akan menemukan

kebenaran, sama halnya dengan Kketika setiap individu berkumpul

® Andre Ata Ujan, Keadilan dan Demokrasi: Telaah Filsafat Politik John Rawls
(Yogyakarta: Kanisius, 2001), him. 14.
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membentuk sebuah institusi sosial maka hal utama yang dicari adalah
keadilan.

Setelah memberikan pemahaman tentang hakikat keadilan yang
diperlukan adalah ada teori guna merumuskan kehidupan yang adil itu
seperti apa, sehingga tercetuslah empat teori dasar, yaitu: pertama,
liberalisme yang diartikan sebagai kebebasan, manusia hidup harus bebas,
memiliki pilihan dalam hidup tanpa ada pihak-pihak yang membatasi
kebebasannya. kebebasan dasar setiap individu, dalam prinsip ini John
Rawls tidak membahas tentang kebebasan secara umum, namun lebih
kepada kebebasan yang masih ada hubungannya dengan konstitusional dan
legal, kebebasan yang mendefinisikan hak dan kewajiban, tidak bernilai
adil apabila ada satu golongan saja yang diberikan porsi lebih dari
golongan yang lain dalam menerima haknya.*

Kedua, kontrak sosial adalah setiap individu memiliki kepentingan
masing-masing, harus ada satu langkah untuk mengatur yang merupakan
kesepakatan bersama sehingga dapat. disebut kontrak sosial Contohnya
seperti Pancasila sebagai ideologi negara yang disepakati bersama sebagai
nilai yang dianut dalam setiap aspek kehidupan masyarakat.

Ketiga, utilitarianisme yakni dimana kebahagian terbesar
diperuntukkan bagi golongan mayoritas. Teori utilitarianisme terdahulu
dikritik oleh John Rawls, sebab ketika hukum hanya diperuntukkan untuk

mayoritas maka ada pihak yang dikorbankan, sedangkan keadilan itu tidak

19 John Rawls, A Theory of Justice, terj Uzair Fauzan “ Teori Keadilan: Dasar-dasar
Filsafat Politik Untuk Mewujudkan Kesejahteraan Sosial Dalam Negara, cet ke-2 (Yogyakarta:
Pustaka Pelajar, 2011), him. 73.
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berbicara pada jumlah namun kepada bagaimana setiap individu dapat
menikmati keadilan, namun teori ini tidak diruntuhkan oleh John Rawils.
Keempat, intuisionisme adalah rasa keadilan atau sense of justice, setiap
manusia memiliki standar keadilan yang tidak bisa dibandingkan dengan
manusia lainnya, sifatnya subyektif, namun John Rawls menggabungkan
antara intuisi dengan rasional agar keadilan dapat ditegakkan dengan
seimbang, ini disebut sebagai reflective equilibrium. Maksudnya adalah
ada fakta dimana keadilan dapat dinilai dengan intuisi namun tidak boleh
menanggalkan rasio agar keadilan tercapai secara obyektif.

Dengan melihat teori dasar yang ditawarkan ada beberapa metode
yang harus ditempuh agar sebuah aturan dalam pembentukannya, dapat
terpenuhi unsur keadilannya. Pertama, justice as equal, masyarakat bisa
menikmati keadilan dengan memahami bahwa tidak ada yang memiliki
kedudukan yang lebih tinggi daripada yang lain. Kedua, justice as fairness
memiliki beberapa syarat, yaitu: (1) semua orang memiliki hak yang sama
atas kebebasan-kebebasan dasar yang dapat disamakan dengan kebebasan
untuk semua orang, (2) semua orang memiliki kesempatan yang sama dan
(3) untuk pendistribusian, semua arang harus dapat menikmati keuntungan
sampai pada level yang paling lemah. Ketiga, differences principle yaitu
dalam pendistribusian hak dimungkinkan terjadi kondisi dimana terjadi
ketidaksamaan, namun ketidaksamaan tersebut harus tetap memberikan

keuntungan kepada setiap orang. Keempat, lexical order dapat diartikan
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keadilan akan terwujud jika metode yang ditempuh untuk memperolehnya
dilakukan dengan cara berurutan.”
F. Metode Penelitian
1. Jenis Penelitian
Jenis penelitian dalam tesis ini adalah penelitian kepustakaan
(library research) yaitu penelitian yang bersifat pembahasan yang
mendalam terhadap materi-materi hukum kewarisan Indonesia dalam
KHI dan kajian terhadap buku John Rawls yang berjudul A Theory of
Justice.
2. Sifat Penelitian
Sifat penelitian yang digunakan penyusun dalam tesis ini adalah
deskripsi-analitik, yaitu suatu penelitian yang berusaha menemukan
prinsip-prinsip keadilan dengan cara mendeskripsikan masalah melalui
pengumpulan materi hukum kewarisan dalam KHI, kemudian akan
disusun yang nantinya akan dianalisa data yang telah terkumpul
menggunakan tearikeadilan John Rawils.
3.7 Pendekatan-Penelitian
Penyusun dalam ' penelitian ini, menggunakan pendekatan
filosofis yakni pendekatan yang berdasarkan pada asas-asas dasar
kaitannya dengan norma hukum yang berlaku, kemudian dihubungkan

dengan filsafat keadilan yang teorinya diusung oleh John Rawls.

% John Rawls, A Theory of Justice, terj Uzair Fauzan “ Teori Keadilan: Dasar-dasar Filsafat
Politik Untuk Mewujudkan Kesejahteraan Sosial Dalam Negara, him. 120-123.
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Pendekatan ini dilakukan untuk mengamati bagaimana prinsip
keadilan yang terkandung dalam hukum kewarisan KHI.
4. Sumber Data
Sumber data yang penyusun akan peroleh melalui dua sumber
data, yaitu:
a. Data primer, yaitu data yang diperoleh atau berasal dari KHI yang
terkait dengan pasal-pasal hukum kewarisan dan buku primer John
Rawls yaitu A Theory of Justice.
b. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari karya ilmiah maupun
artikel-artikel yang ada kaitannya dengan hukum kewarisan dalam
KHI dan teori keadilan John Rawls, yang dapat mendukung
penelitian ini.
5. Analisis Data
Cara yang digunakan untuk menganalisa data adalah teknik
analisis kualitatif yang bertujuan untuk mendapatkan gambaran
masalah secara lengkap dan ‘terperinci. - Adapun metode yang
digunakan dalam penelitian ini adalah metode deduktif, yakni analisa
yang bertitik tolak dari suatu kaidah yang umum menuju kesimpulan
yang bersifat khusus.?* Menemukan sebuah permasalahan yang umum,
yaitu hukum kewarisan dalam KHI yang nantinya akan diuraikan

secara umum dengan menggunakan kajian filsafat keadilan.

21 Burhan Bungin, Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Politik dan
llmu Sosial lainnya (Jakarta: Kencana, 2008), him. 42.
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G. Sistematika Pembahasan

Upaya untuk menjaga keutuhan pembahasan dalam tesis ini yang
nantinya akan terarah secara sistematis, maka penyusun menggunakan
sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab pertama, merupakan bab pendahuluan sekaligus sebagai
pedoman dalam penelitian ini. Pada bab ini akan dijabarkan sub bahasan
yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan,
telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika
pembahasan.

Bab kedua, dalam bab ini akan dijabarkan sub bahasan mengenai
tipologi hukum kewarisan di Indonesia, yaitu kewarisan dalam hukum
adat, kewarisan dalam hukum perdata dan kewarisan dalam hukum Islam.
Penjabaran beberapa sub bahasan tersebut ditujukan untuk memberikan
penjelasan terkait penjelasan, persamaan dan perbedaan yang dapat
ditemukan dalam setiap kelompok hukum.

Bab ketiga, dipaparkan mengenai teori yang akan digunakan dalam
mengkaji permasalahan dalam tesis ini. Terdiri- dari sub bahasan hakikat
keadilan menurut John Rawls, keadilan sosial menurut John Rawls dan
konsep utilitarianisme menurut John Rawls.

Bab keempat, sesuai dengan rumusan masalah yang telah
dipaparkan dalam penjelasan sebelumnya, maka dalam bab ini terkait
dengan analisis tentang prinsip keadilan yang terkandung dalam hukum

kewarisan Islam Indonesia serta menemukan makna sebenarnya tentang
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keadilan terkait penghalang kewarisan karena perbedaan agama dalam
hukum kewarisan Islam Indonesia dalam penerapannya menggunakan
tinjauan konsep keadilan milik John Rawls.

Bab kelima, merupakan bab yang merangkum keseluruhan dari
pembahasan tesis yang akan disusun ini, dilengkapi dengan daftar pustaka

dan beberapa lampiran-lampiran.
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BAB V
PENUTUP
A. Kesimpulan

Konsep keadilan dalam hukum kewarisan Islam terdiri dari empat
unsur yaitu keadilan metafisis, keadilan antropologi, keadilan gender dan
keadilan hukum. Dari keempat konsep keadilan itu memberikan gambaran
jelas bahwa hukum kewarisan Islam bersumber pada keadilan yang pasti
namun di lain sisi keadilan dilihat dari kondisi masyarakat yang dibebani
hukum. Secara singkat bahwa nash, hadis maupun ijma’ secara jelas
memberikan pemahaman bahwa bagian, pihak maupun kondisi telah diatur
sedemikian rupa agar tercapainya sebuah keadilan.

Keadilan tentunya harus dilihat dari perspetif yang lebih luas,
bahwa tidak boleh ada individu satu pun yang terlanggar haknya. Maka
perlu adanya sebuah titik temu agar permasalahan ketidakadilan tidak
menjadi duri dalam daging penerapan hukum di masyarakat. Konsep
keadilan dalam kewarisan Islam tentunya sudah mengakomodir itu namun
seringkali dalam-penafsirannya masih terkungkung oleh historis sosiologis
dimana permulaan_hukum itu dibuat, sehingga hukum tersebut terkesan
kaku dan tentunya tidak dapat mencapai sebuah tujuan dibentuknya
hukum.

Permasalah yang kerap terjadi dalam hukum kewarisan Islam
adalah perbedaan agama yang merupakan penghalang seseorang menerima

harta warisan, hal ini berdasarkan hadis Rasulullah. Namun seiring dengan
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berkembangnya kehidupan sosial dan perubahan struktur masyarkata
Indonesia yang beragam, memberikan posisi yang kurang beruntung bagi
orang yang berbeda agama dalam permasalahan kewarisan. Sudah tentu
ada pihak yang tidak terpenuhi haknya sehingga menimbulkan
ketidakadilan. Kemaslahatan tidak tercapai karena alasan tersebut tentu
membawa sebuah problem tersendiri.

Dalam konsep keawarisan yang ditawaran John Rawls bahwa
keadilan adalah persamaan, namun tidak menafikan ketidaksamaan. Dalam
kasus perbedaan agama sebagai penghalang menerima harta warisan,
dalam kacamata konsep keadilan ini melihat bahwa perbedaan agama
merupakan sebuah kondisi ketidaksamaan, karena yang paling penting
dalam hukum kewarisan Islam adalah sama-sama beragama Islam. Namun
John Rawls memahami bahwa ketidaksamaan bukan sebuah alsan untuk
seseorang kehilangan haknya.

Di sisi lain Islam telah mengatur bahwa berbeda agama menjadi
penghalang seseorang' menerima ' hak "warisannya, maka diperlukan
pemahaman  rasionalitas-intuisionisme (keyakinan) untuk memberikan
jalan keluar agar terwujudnya keadilan. Secara rasional dketahui bahwa
ada dasar kuat yang menjelaskan perbedaan agama sebagai penghalang
mewarisi, namun secara intuisi ditemukannya sebuah permasalahn yang
besar jika kita mengabaikan haknya seperti pertikaian keluarga yang
mengakibatkan terputusnya hubungan persaudaraan. Untuk menghindari

hal tersebut maka perlu sebuah pemahaman yang sama bahwa keadilan
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yang ingin dicapai dalam pemberian hak kepada orang beda agama adalah

bertujuan untuk mencapai kemaslahatan.

. Saran

Permasalahan pewarisan beda agama yang terjadi terus menerus
inilah menjadi sebuah motivasi muncul sebuah pembaharuan hukum yang
mana mampu menjamin terwujudnya sebuah keadilan. Praktik pewarisan
beda agama sudah banyak ditemukan, namun seringkali masih
menemukan jalan buntu sebab tidak adanya aturan yang menjadi payung
hukumnya.

Dengan melihat faktor filosofis tersebut dapat menjadi alasan
bahwa keadilan adalah adalah tujuan bersama. Menghindari perbedaan
pendapat yang berakibat pada pertikaian dan terpecahnya ikatan

persaudaraan adalah tujuan diwujudkannya sebuah keadilan.
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